BUPATI GROBOGAN
FROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR i? TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAQG! SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSEANA PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

(=

DENGAN RAHMAT TLIHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa scsual dengan ketcntuan Fasal 1 avat (1) Persturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tamla Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, insentif pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 avat (3) can ayvat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloaan Keunangan Daerah, Pemherian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawal Aparatur Sipil Mepsra Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dacrah dcongan
berpedoman pada Peraturan Pemerinteh, dan dalam hal
Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan, Kepala
Daerah dapat memberikan tambzhan penghasilan szielah
mendapat persetujuan Menteri;

bahwa agar pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagai bagian dari tambahan penghasilan
dapal dilaksanakan sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran
dan rasionalitas berdasarkan  pada tanggung jawab,
kebutuhan, serta karakterisiik dan kondisi objektil daerah
maka tata cara pemberiannya perh diatr dalam Perzharan

Bupati;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam auruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetankan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Pertanggungawahan Pemberian Insentif
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah Bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pelaksana Pendapatan Daerah;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 13950 tentang Pembentukan
MNarrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengnh;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tehun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintehan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembharan Negara Republik Indonesia Nemeor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inseatif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201C Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomer 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indornesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2011 Nomeor 1 Seri B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

Ncmor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Z



1D,

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor & Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lem bﬁrzlm Daerah Kabupaten Grobegan Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Dzerah Kabupaten
Grobogan Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Banguran Perdesazn dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten ﬁr:}hcgan Tahun 2012 Nomor
1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (ILembaran Daerah Kabupaten
GGrohogan Tahun 2012 Nemer 1 Seri C) scbagaimana telah
diabah beberapa kali Lerakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 {entang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Dacrah Kabupater: Grobogan Takun 2C18 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
7});

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogar Nomor 2 Tahun 2012
lentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Dasrah Kabupaten
Grobogan Tahun 2012 Nomo- 2 Seri C) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupeaten
Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Relribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor
8, Tambshan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
Bl; ,

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Retribusi Perizinan  Terteatu (Lembarar Daerah
Kabupaten Grobegan Tahun 2012 Nomor 3  Seri C|
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Ferubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabu paten
Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerzh Kabupaten Grobogan Takun
2019 Nemor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Grebogan Nomor 1);



MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN RBUPAT] TENTANG TATA CARA FENGANGGARAN,

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN
INSENTIF PAJAK DAERAH DAN REITRIBUS]I DAERAH 3AQGI
INSTANSI PELAKSANA PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1;
2.

Daerah adalah Kabupater. Grobogan.

Bupal adalah Bupati Grobogan.

Pemerintah Daerah adalan Bupati sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. :

Keuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daeran dalam rangka
penyealenggaraan pf:menntahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yvang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Dzerzh yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adzlak unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Dacrah yang melaksangkan urusan
Pemerintahan Dagrah.

Insentif Pemungutan Pajak dar Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi,

Pajak Daerah, yang sclanjutnya discbut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat,

Retribusi Daerah, yang selanjutnyva disebut Retrbusi, adalah pungutan Daerah

sebagal pembayarar atas jasa atau pemberian izin tertentu yanz khusus



disediakan dan/atau diberikar oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atzu Badan.

10. Pemungutan adzlah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dama
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retrbusi
yang terutang sampal kegiatan penagihan pajak atzu retribusi kepada Wajib

Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetlorannya,

BAB [I
MAKSUD DAN RUANG LINGRKUP
Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan uniuk meningkat<an:
a. Kinerja inslansi; _
b. semanga: kerja bagi pejabat atau pegawai instansi:
¢. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat,

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi
a. penganggaran;

b. pelaksanaan: dan

C. pertanggung jawaban.

BAE 11
PENGANGGARAN
Pasal 4

(1) SKPD pengelola pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daecrah menyusun
perencanaan Pendapatan Daerah sctiap tahun anggaran.

(2) SKPD pengelola pendapstan Pajak Daerah dan Retribusi Daerzh dalam
menyusun perencanaan Pendapatan Daerah memperhitungkan pula besaran
Insenuf,

3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) paling tinggi sebesar 5%,
(lima persen) dari targel pendapatan dalam tahun berkenaan.

4) Insentif dianggarakan pada Jenis Belanmja Pegawail, Obyek Tambahan
Penghasilan Pegawai, Rincian Obyek Kondisi Obvektif Lainnya, pada SKPD

berkenaan.



BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal &

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanskan berdasarkan asas xcpatutan,

kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengsn besarnya tanggung jawab,

kebutuhan, serta karakleristik dan kondisi objektif daerah.

(<)

(5)

(1]

(2)

(3)

(%)

Pasal 6

Insenti’ diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemurgut Pajak dan Retribusi,
Insenty  sebagaimana dimaksud pada ayet (1) merupakan tambahan
penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnys.

[nsentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara propersional dibayarkan

kepada:

a. pejabat dan pegawai SKPD Pelakszna Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing:

b. Bugpati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawah pengelolaan keuangan
cdaerah;

c. sekretaris Daersh selaku koordinatos pengelelaan keuangan dacrah;
pemungut Pajak Bumi dan Bangunen pada tingkat desa/kelurahan dan
kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga
lainnya yang ditugaskan olch SKPD Pelaksana Femungut Fajak; dan

. pihek lain yang membantu SKPD Felaksana pemungut Pajak dan Retribusi,

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan sekretaris Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢ dapat diberikan

dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Penerima dan besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dun Retribusi dapart diberi Insentif apabila
mencapai kinerja tertentu.

Pencapaian kinerja tersebut sebagaimana ayat (1) diukur dar realisasi target
pendapatan dengan rencana target yang telah ditetapkan setiap triwulan dalam
APBD.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dibayarkan sctiap
triwulan pada awal trivulan berikutnya.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan
tersebu: dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target

kinerja trivulan yarg ditentukan.



(5l

(6)

(1]

(3]

(4

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai,
tidak membatelkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan
sebelumnya.

Dalam hal target penerimaan Fajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran
telah tercapai atau terlampaui namun pembayaran Insentif belum dapat
dilaxukan pada tahun anggsran berkenaan, pemterian Inssntif diberikan pada
tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
untuk setiap bulannys dikelompokkan berdasarksn realisasi penerimaan Pajak
dan Retribusi tahun anggaran scbhelumnya dengan ketentuan:

a. di bawah Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun tupiah), paling tunggi 6
lenam) kal: gay pokok dan tunjangan yang melekat;

b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp
2.500.000.000.000,00 (dwa triliun lima ratus milyar rupiah), paling linggi
7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

& d: atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah),
sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh trliun lima ratus milyar
rupiah), palirg tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat;

d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melzkat.

Besarnya pembayaran Irsentil untuk prmungut Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat [3) huruf d ditctapkan paling tinggi

scbesar 3%  (lima perseratus) dari besarnya Insentil yang ditetapkan

bercasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3).

Besarnya pembayaran Insentil untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal & ayat (3) hurul e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

perseratus) cari besarnya Insentil yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

Pasal 4 ayat (3).

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan keleniuan

sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebin, harus disztorkan ke

kas daerah sebagai penerimaan daerah.



BAB YV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pzasal @

{1} SKPD Pengelola Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat
mengajukan permochonan penca:ran Insentif, setelesh mercapai kinerja tertentu
scbagaimana dimaksud dalam ['asal 7.

(2) Permohonan pencairan sebagaimana cimaksud pada ayat (1) diajukan melalu
mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung kepada Bendahara
Pengeluaran.

(3) Pembayaran Insentif kepada penerima mengacu pada Peraturan Bupat:
mengenal Implementasi Pembayaran Non Tunai.

1) Pertanggungjawaban pengeluaran Insenif mengikuti ketentuan mekanisme

pertangsungjawaban APBD.

BAB V1
KETENTUAN PENUTLI?
Pasal 10

Jeraturan Bupati im1 mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan perempatannya dalam Berita Daerah

Nitetapkan di Purwodadi
pada tanggal = 30 - 2 2020
IPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

KRETARIS DA
BUPATEN GROEOGRN

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOUGAN TAHUN 2020 NOMUR
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